BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 7| /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN

Menimbang

Mengingat

INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi
Indonesia, maka diperlukan penyelenggaraan kemitraan
dengan pemangku kepentingan yang selalu berkembang
pada saat ini;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada
huruf a, perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Kemitraan
Dengan Pemangku Kepentingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kelompok
Informasi  Masyarakat (Berita Daerah  Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 Nomor 68);

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku
Kepentingan Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. menyampaikan informasi komunikasi publik yang benar dan
akurat di masyarakat;

b. menciptakan kelancaran informasi komunikasi publik dari
masyarakat ke pemerintahan dan sebaliknya;

c. menyediakan informasi komunikasi publik dan dokumentasi
untuk di akses ke publik;

d. mengelola informasi komunikasi publik dalam rangka
meningkatkan nilai tambah;

e. penyelenggaraan pembinaan kepada Kelompok Informasi
Masyarakat atau yang sekarang lebih dikenal dengan
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Media
Tradisional, Komunitas Pembuat Konten Positif, dan
Kelompok Strategis; dan

f. melaporkan pelaksanaan  kegiatan kepada  Bupati
Bengkayang.

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkayang pada DPA/DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Janvanr] 2025

BUPATI B KAYANG,

SEB IANUS DARWIS

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7, /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TANGGAL : 3 danvar)  202s

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN KEMITRAAN
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

BENGKAYANG

TIM PENYELENGGARAAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BENGKAYANG

NO KEDUDUKAN
JABATAN POKOK DALAM TIM

1 2 3

1. | Bupati Bengkayang Pengarah

2 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penanggungjawab
Bengkayang

3. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Ketua
Kabupaten Bengkayang

4. | Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Wakil Ketua
dan Informatika Kabupaten Bengkayang

5. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Sekretaris
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

6. |8 (delapan) orang ASN pada Dinas Komunikasi dan | Anggota

Informatika Kabupaten Bengkayang;

BUPATI B KAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS




